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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh

penulis mengenai Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen dalam hal

Produk tidak Layak Konsumsi atau rusak dan permasalahannya pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan seperti

dibawah ini :

1. Produsen dalam hal ini sebagai penghasil produksi produk secara tidak

langsung harus menjamin bahwa produk yang dihasilkannya harus cukup

aman dikonsumsi, terjamin dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila terjadi

suatu permasalahan yang dapat merugikan konsumen yang diakibatkan oleh

sebuah produk yang tidak layak konsumsi atau sudah rusak, produsen harus

bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita konsumen.

Bentuk pertanggung jawaban yang dapat ditujukan pada produsen adalah

berupa penggantian produk yang rusak atau pemberian uang sebagai ganti

rugi, biaya berobat, maupun pemberian biaya sebagai wujud rasa bersalah

produsen kepada konsumen, tetapi selama ini sering terjadi dalam masyarakat,

bahkan banyak para pelaku usaha yang tidak mau memberikan ganti-rugi pada

konsumen yang telah dirugikan maka dari itu muncul berbagai masalah

tentang perlindungan apa yang menjadi hak konsumen. Dalam hal terjadinya
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kasus produk rusak, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui

instansi pemerintah maupun lembaga yayasan konsumen. Upaya yang

ditempuh oleh instansi atau lembaga meliputi upaya damai, upaya

administratf, upaya yusticial. Dalam upaya yusticial dengan tuntutan yang

digunakan adalah wanprestasi (1243 KUH-Perdata) atau perbuatan melawan

hukum (1365 KUH-Perdata. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat

bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan

pendidikan konsumen.

2. Kedudukan produsen (pelaku usaha) yang lebih unggul dan kuat dalam

dunia bisnis dan perdagangan dibandingkan dengan masyarakat secara luas

(konsumen), serta minimnya pemahaman masyarakat (konsumen) tentang

produk yang mereka beli dipasaran, dan ketidaktahuan masyarakat akan hak-

hak yang mereka miliki dalam hal perlindungan konsumen, yang telah dijamin

secara penuh oleh pemerintah dalam hal ini dengan di keluarkannya Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selama ini sering

dijadikan dasar motifasi para Produsen (pelaku usaha) untuk tidak

memperhatikan kualitas produk yang mereka hasilkan dari proses produksi

atau yang mereka pasarkan yang tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-

Undang yang berlaku, maka dari itu menyebabkan banyak sekali terjadi

masalah-masalah tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen.
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B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Departeman

Kesehatan Kabupaten Bantul, industri-industri kecil serta Dinas perdagangan

Kabupaten Bantul, maka dapat diketahui bahwa dalam praktek, perlindungan

konsumen serta tanggung jawab produsen terhadap kosumen belum berjalan

dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha

serta kurangnya pengetahuan dari konsumen tentang perlindungan atas

konsumen. Agar terciptanya perlindungan konsumen serta tanggung jawab

pelaku usaha terhadap konsumen yang baik. Maka penulis akan

menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat usaha perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari usaha Pemerintah, maka selain UUPK

masih perlu dibuat suatu ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi

konsumen, misalnya berupa Peraturan daerah yang secara otomatis dapat

mengotrol usaha-usaha di daerah-daerah.

2. Dalam rangka membantu upaya penuntutan ganti-rugi konsumen

perlu adanya modifikasi terhadap konstruksi hukum agar ada pembagian

beban pembuktian yang adil antara produsen dan konsumen.

3. Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu

meningkatkan kesadaran , pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan

kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri, serta

menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
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4. Perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam soal kesukarelaan

pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya sehingga

kasus seperti halnya bumbu masak Ajinomoto tidak terulang lagi.

5. Perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan hak-hak serta kewajiban-

kewajiban konsumen melalui media dengan cara penulisan di media cetak

tentang perlindungan konsumen, serta melalui pemberitaan media televisi

dan radio sehubungan dengan perlindungan konsumen, sehingga hak dan

kewajiban konsumen dapat diketahui secara tidak langsung oleh

masyarakat secara luas.

Demikianlah saran-saran yang penulis berikan secara garis besar

dengan harapan dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen,

khususnya atas Tanggung jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha terhadap

Konsumen dalam hal Produk tidak Layak Konsumsi atau Rusak. Sehingga

dapat tercipta suasana yang seimbang dan harmonis dalam masyarakat.
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